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IMPLMENTASI KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 19582

DALAM PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG PERIKANAN
Oleh : Kolonel Laut (KH) Joko Sulistyante, SH, MH"

Absirak

Bangsa Indonesia telah meratifikasi UNCELOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985
tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law OF The Sea (Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 1983 Nomor
76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3319), artinya behwa Indoncsia telah
menundukkan diri pada konvensi dan Konvensi Hukum Laut ter. zbut telal menjadi hukum positif]
sehingga segala kebijakan Indonesia di bidang kelautan harus menyesusikan dengan ketentuan
konvensi. Dalam hal penanganan pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukon oleh Kapal Tkan
Asing (KIA) yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah (illegal fivkhing) di Persiran Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEET), aparat penegak hukum dalam penyelesaian hulormnya belum
menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 73 Konwvensi, baik tu mulai dari proses penyidikan,
penuntutan sampai pada Putusan Hakim. Tulisan ini mengkaji bapaimana Tmplementasi Konvensi
Hukum Laut Intemasional 1982 dalam Pembaharuen UndangUndang Perikanon sekaligus schagai
upaya penanggulangan lethadap pelaku iflegal fivhing di perairan FEEL Data dalam tulisan ini
dicari dengan cara melakukan studi kepustakaan, artinya dengan cara mempelajari buku-buku,
naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalehan yang dibahas serta berdasarkan pengalaman
penugasan diri pribadi Penulis untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil yang
didapat dari pembahasan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah implementasi penegakan hukum
bagi pelaku tindak pidana atau pelanggaran perikanan di wilayash Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia (ZEEI) olch warga negara asing, berkaitan dengan Pasal 73 Konvensi Hukum Last 19872,

Kata-kata Kunecl : Implementasi Konvensi Hukum Laut Intermasional Dalam  Pembaharoan
Undang-Undang Perikanan.

Abstracet

Indonesia had ratified UNCLOS in 1982 by Act 17 of 1985 on the Rarification of the United
Nations Convention (i The Law OF The Sea (United Narions Comvention on the Law of the Seg)
{State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1983 Number 76, Supplement 1o State Gazette afl
the Republic of Indonesia Number 3319, which means that Indonesia has subjected himself to the
Convention and the Convention on the law of the Sea has been a positive law, so that all of
Indonesia in the field of maritime policy mu conform with the provisions of the Convention. In
terms of handling criminal fisheries conducted by Forelgn Fishing Vessel (MCOH) were fishing
illegally (illegal fishing) in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI), low enforcement
afficers in legal settlement has not conform with the provisions of Article 73 of the Convention
either the stavt of the investigation, prosecution watil the verdict Judge. This paper examines haw
the implementation af the Convention an the Law of the Sea 1982 Fisheries Law Reform ay well ax
prevention gfforts against illegal fishing in the waters actors ZEEI, The data in this paper sought by
way of literature study, meaning that by studyving books, manuscripes relating to the issues disenssed
as well as the assignment of personal experience Authors to address Issues raised, The result of the
discussion in this paper is: How does the implementation of law enforcement for criminal or
viclations of fisheries in the Exclusive Economic Zone of Indonesia (ZEET) by foreign nationals,

with regard to Article 73 af the Convention on the Law of the Sea [982

Keywords: Implementation of the Comvention on the Infernational Maritine Law Reform Act in
Fisheries.
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A. Latar Belakang Mazalah

Wegara Kessmuen Republik  Indonesia
telah meratifikasi Konvensi hukum Lsut In-
ternasional (UNCLOS) 1982 dengnn Undang-
Undang Nomeor 17 Tahun 1985, yang artinya
Indenesia telah menundukkan diri pada kon-
vensl imi, sehingia segala kebijakan Indonesia
di bideng kclautan harus sesual dengan ke-
tentuan konvensi tersebut. Disisi lain Indo-
nesie mermpakun negir kﬁpull..wjl.! yang se
bagian bosar wilayahnys berbentuk perainan,
vang memiliki potengi sumber daya ikan yang
besar. Sebagal negara kepulauan, hampir dua
pertign. wilmynhnya lautan, memilikd luas wi-
lzyah perairan 3.8 futa Km', eut teritorial 3.1
juta Km® Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
(ZEEI} 2.7 jusa Km®, panjang garis pantal
81.000 Km, panjang Base Line 13,179 Km,
memiliky & 17499 pulas, dan terdepat lima
pulau besar yaitn Sumatern, Jawa, Kalimuntan,
Sulawesi dan Irian Jaya (Papaa),’

Secara imternasional wilayah Zona Eko-
nomi Eksklusil perfama kali diperkenalkan
olch Linited Naiion Comvention on the law of
the sea (UNCLOS) 1982, vakni pada Part ¥,
article 55 sampai amicle 73. Sebelum konvensi
hukuim leut 1982 diranfikasi dengan Undang-
Undeng Nomor 17 Tahun 1985, Indonesia te-
lah mengundangkan Undang-Undang Komar 3
Tahun 1983 tertang Zona Ekooomi Eksklusif
Indenesie, Dimana lentung Aone  Ekonomi
Eksklusif Indenesia ini merupakan realisasi
yuridis perlunsan wiilayah lant, uimmanya yang
memvangku! keadaon ekonomi dalam penge-
lolpan, penpewasan dan pelestarionnya, se-
hingga upaya untuk meningkatkan kesgjahte-
rean bangsa dengan card memnfmatkan sum-
bér daya alam laut dapat dilaksanakan dengan
sebaik-baiknyn.*

Fona Ekonomi Eksklusit Indonesia sda-

lah jelur di hiar dan berbetasan dengan Laut

wiltyah Indonesis sehagaimana ditetapikan
berdosarkan undang-undang vang berelu ten-
tang perairan Indonesia yang meliput dasar
lnut, tammh di bowahnys den sir di atsnya
dengan batas terluar 200 {dua ratus) mil lawt
diukur dari garis pangkal lout wilavah Indo-
nesia,’ dimunn sumber daya alam yang terken-
dung di dalem lawt menjadikan rawan dari
eksploitasi dan chksplorasi ilegal oleh pihak-
pikik yang tidak berfanggungiewah, utamanya
penangkspan  ikan  secara  ilegal  (illegal
fishing) oleh kapal-kapal ikan berbendera
asing (KIA) dengan menggunakan peralatan-
perilatan moderen di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Republik Indonesia (WFPRI).

Memurut  Undsng-Undang Nomor 45
Tahuna 2009 temiang Perubahon Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Peri-
kanan menyebutkan, ada dua instansi yang di-
ben wewensng schagai penyidik (Perwira THI
Anghkatan Laut dan Penvidik Pegawai Negeri
Sipil Perikanan) vang berkaitan dengan proses
perkara tindik pidann di bidang perikanan
yang terjad: di ZEE| sampni dengan perkara
dapat dilimpehkan ke Kcjaksaan." Dalam pro-
505 Penegakan hukum tndak pidana perikanan
di Wilavah Pengelolsan Perikanen R1 Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia harus konsisten
dan honsckuen sesual ketentuan hukum na-
swonal dan ketentuan-ketentuan Konvensi Hu-
kum Laut Oleh schab i, pelaksanaan peme-
gaken hukum di lowt khususoya tindak pidana
perikanan dilaksanokan olch kapal dan atau
aparat yang borwenang dan ditetapkan dalam
undang-undang nagsional atg peraturan “Lex
Spectalis” dari Kitab Undang-undang Hukum
Pidimit vt Undung-Undang Nomor 45 Ta-
hun Z009 tentang Perubohan Atns Undang-
Undang Momor 31 Tahun 2004 tentang Peri-
keann,

! Nepara kepleean aran Arciipelago Srane wdaloh megees veng selvnd wilayehngg serdici dar s ot fehih
fertvcarr, fermannek adv-pelcor Sein vamg eraf b st sartiv wowar i, fevmonk perairan FovHE

e yan gy p
waysed alombak Lrimes, mewlily bedandatm diperatrar kapulawan yat peratvan yong Jevlerak disisl doalom darl

pavir-giris pargial by kepulavan.
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Repubilik Indonesia Nomar 50731, Pazal T341),
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B. Pokok Permasalahan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemu-
kakan pada latar belakang permasaliban di
atas, maka yang menjadi pokok permasalahan
adalah Bapaimanakah implementasi penega-
kan hukum bagi pelaku tindak pidana atau pe-
lenggoran perikanan di wilavah fona Ekomomi
Eksklusif Indonesia (ZEET) oleh wirga negam
asing, berkaitan dengan Pazal 73 Konvensi
Hukum Leut 19527,

C. Pembahasan

Dalam pengertian tindak pidana, secara
umum menurut Sudarto’ (1982) terdagat tign
hal pokok yang dibicarakan, vaitu:

1. Perbuatan yvang dilarang;

1. Orang yang melakukan perbuatan yang
dilarang itu,

3. Pidana yang diancamkan terhadap pe-
langgar itu.

Tindak pidana dalam hahasa Belanda
disebut Strgfbaarfeir. Stafbaarfeil i terdin
atas tiga kata vait sivgf, baor dan feir. Sl
diartiken sebagi pidana dan hukumn, baar diar-
tikan sebagai dapat dan boleh, sedanghkan feir
diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggs-
ran dan perbuatan. Menurut Moeljatno {1569
mengatakan, perbuatan pidans edalah perbua-
tan vang oleh aturan hukum pidens dilarang
dan diancam dengan pidana barang sigpa vang
melanggar larangan tersebut. Menumt Roeslan
Saleh (1968} perbuatan pidana adalah perbun-
tan yung oleh masysrakat dirasakon sebagai
perbuatan .?an,g tidak boleh atou tidak dapat
dilakukan.” Menurut Halim menyatakan delik
adalah sumtu perbuintan atou lindakan yang ler-
farang dan diancam dengan hukuman olch Un-
dang-undang (pidana)” Berdasarkan pengerti-
&n tindak pidana yang disampaikan para ohli
tersebul di atas, samgat tegas terdapat hal ten-
iang perbuatan yang dilarang,

Undang-Undang Momor 45 Tahun 2009
mengategorikon dua jemis tindokan atau per-
buatan melewan hukum atau molawan pera-
mran  perundang-undangan  perikanan, yaito
kejahatan (crime) dan pelanggaran (violation).
Kedoa jenis tindakan tersebut di amr dalam
Bab XV EKetentuan Pidana Pasal 84 sampai de-

ok Suitenanio

ngan Pasal L00C dan Pasal 103 yang berbunyi:
1. Tindak Pidana Kejahatanyaity: Pasal
&4 ayat (1.2,3 dan 4), Pasal 85, Pasal
850 ayut (1,2,3 dan &), Pasal 88, Pasal
%1, Pasal 92, Posal 93 aval (| dan 2),
danPasal 94
2. Tindak Pidans Pelanggaran yaitu: Pasal
BT ayat (| dan 2), Pasal 89, Pasal 90,
Pusal 95, Pasal %6, Pasal 97 ayal (1,2
dan 3], Pasal 98, Pasel 99, Paszal 100,
Pasal 100A, Pasul 1008, danPasal
10C

Akibat hukum ratifikasi suama konvensi
internasional adalah bahwa negara peratifikasi
terikatkepada  ketentuan-ketentuan  konvensi
vang dirutifikes: tersebot, sehingga peratucin
pernundang-undangan negars  tersebut  haros
disesuaikan dengan konvensi, Salah satu ba-
gian dari UNCLOS 1982 pdalah mengenai
ZEE, di mena dalam Konvensi Hukum Laut
(UNCLOS 1982) ZEE dintur dalam bagisn ke-
5 yang terdiri dari 21 pasal, yaitu pasal 55
sampai dengon pasal 75. Scbanyak 15 pasal
mengater masetah penkanan di ZEE negara
pantai. Meount KHL 1982, vang dimaksud
dengan ZEE sdalah

“The Exciusive Eeonomic Zone s an
areg bevond awd adiacens ro the revrir-
rial sea, sulject lo the specific legal
regime exthablished dn thiz part wnder
wiich the rights and jurisdiction of the
coastal state and the vights and frecdoms
of other States are governed hy the rele-
var! provisians of iy Comvention "™,

Maksndnys adalah FEE adafah suatu
jalur di haar dan berbatasan dengan laut wila-
yuh, yong funduk kepada regim kbusus seha-
gaimana yang ditetapkan pada bagian ini yang
meliputi yurisdiksi negara pantai dan hak-hak
gertn kebebasan-kebebasan negara-negara lain
yang diteniukan sesuni dengan konvensi ini,
Dalam Pasal 57 UNCLOS 1982 menyatekan
bahwa lebar zono ekonomi cksklusif tidak bo-
teh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal
darimana lebar laut teritorial divkur, Adapun
hak-hak negara pantai pada ZEE sdalah seba-

" Abdul Wahid, Sunardi, Mubammail Isnam Sidik, Kejohian Terorivme: Perspeknif Agames, HAM din Hickum, Refika

A Bandung D04
' B4, hal, 6509,

* Adami Chazowi, Pefgiaran Hukmn Plaan Bagias Peeie, (Jakann Rejs Geulindo Persda, 20023, hal, 72



drmal Lex Librw, Vil | Mo, §, Despmber 2004

gai berikut 1

. Hak berdmdat untuk mengadakan eks-
plorasi dan eksploitaszi, konservasi dan
pengurusan sumber kekevean alam ha-
vati dan non haveti dari dasar fmur dan
tanah di bawahnva.

2. Hak berdawlat atas kegiatan-kegiatan
eksplorasi dan cksnloitasi seperti pro-
dubesi air dan angin,

3. Yunsdiksi untuk pendinan dan peman-
faatan pulay buatan, insmlesi bangy-
nan, tisct ilmiah kelauton, perlindu-
ngan, dan pembinaan lingkungan mari-
lim.

Beberapa ketentuan yang mengatur kon-
servesi di wilayvah laut negara pantad 1alah se
bagai berikut:

. Setiap negarn panial (oot siale),
berdasarkan informasi terbaik yang ter-
sadia, herus melakukan langhkah-lang-
kah vang diperfukan dolom konservasi
dan perlindungan sumber daye hayat
untuk mencegah pensngkapan (peng-
ambilan) kerichih dan sumber dave di
wilzyah Zona Ekonomi Eksklusif ma-
sing-masing negara pantai,

2. Setiap nepara pantal dibaruskan be-
kerja sama dengan orgenisasi interna-
sional, baik pads tinghusr subregional,
regional maupun pada ungkat  global
dalam menjamin  kelangsungan atay
konservasi sumber dava hayati lout o
wilayah negaranya.

3. Setiap pegann pantdl yang menangkop
ikan di wilayah perairannya harus me-
ngikuti ketentuan konservasi yang ber-
laku, Setiap negars puniai harus me-
ovampaikan tata wakin terkat dengan
penyelesaian peraturan kKonservist dan
pengelolzan sumber daya di wilavah
nasionaloyi,

Suatu negara pantsi dalem fona Ekono-
mi Eksklusifiiva dopat mengambil tindakan-
tindaken untuk menjamin ditaatinya peranran
perundeng-undangan vang telah dikeluarkan-
nya, termasulk unmk menghentikan, meme-
riksa, menahan dan menuntutnya secara hu-
kum. Namun demikiam, kspal yang ditahan ha-

rus dibebaskan setelah dibayarkan vang jami-

nan. Pada dasamya negara pantai tidak boleh

mengenakan pemenjaraan atau hukuman ba-
dan lainnya terhadap pelnngﬁm-pelmmgam
vang dilakukan di ZEE-nya.

Dalam Pazal 73 Konvensi (UMCLOS
1982} distur mengenai penanganan nelayen
asing vang tertangksp di ZEE sebagai berikut:

1. Negara pantai dapat, dalam melakssa-
nakan hek berdaulainva untuk mels-
wukan eksplorasi, cksploitasi, konser-
vasi dan pengelolaan sumber kekayaan
hayati di ZEE mengambil tindakan de-
mikian termasuk menaiki kapal, me-
meriksa, menangkap dan melakukan
proses peradilen, sebagaimana diperiu-
knn untuk menjamin ditaatinva pemtii-
ran perundang-undangan yang ditetap-
kannva sesuai denpan ketentuan Koo-
vensi ini.

Kapal-kopal vanp ditanpgkapdan awak

kapalnya herus segers dibebaskan se-

telah diberikan suatu ueng jaminen
yang layak atau bennk jaminan lwin-
fya.

3. Hukuman Negara pantai vang dijatuh-
kan terhadap pelanggaran peraturan pe-
rundang-undangan perikanan di ZEE
tidak boleh mencakup pengurungin, ji-
ka tidak ads perjanjian schaliknyva an-
tara Megara-negam yvang bersanghkutan,
atay setiap bentuk hukuman badan lain-
oy

4. Dalam hal penangkapan atau penaha-
nan kapal asing Mepara pantai hams
sepern memberitahukan kepada Negara
bendera, melal saluran vang tepat,
mengenei tindakan yang diambil dan
mengensi setiop hukuman yang kemu-
i dijanhkan.

II-.l

Kemudian ketentuan Paszl 73 ayai (3)
UNCLOS 1982 tersebut diselaraskan dalam
salzh satu Pasal 102 Undang-Undang Womor
31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 yang berbunyi : “Kefentuan ten-
tang pidana penjara dalam Undang-Undang ini
lidak berlaku bagi tindak pidans di bidang
perikanan yang tegjodi di wilayah pengelolaan
perikanan  Republik Indonesia sebagaimana

"% Chairul Amwar, Hortan Saru Hikim Lot Infermuvinng. Riinaker Clpra, lakarin, 1988, him 45,

U Pl 73 KHL PRB 1982,
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dimaksud dalam Pazal § avat (1) horof b, ke-
cuali telah ada perjanjian antara Pemerintah
Republik Indonesia dengan pemenintah negara
vang bersangkutan™,

Dengan ketentuan UNCLOS 1982, maka
terhadap nelayan asing yung melakukan pe-
nangkapan ikan secara ilegal di ZEEI ndak
boleh mencakup hukuman badan, kecoali ada
perjanjian sebaliknya. Ketentuan yang hanya
m:njamhkm pidzna denda terhadap kepal ikan
asing yang menangkap ikan secara ilegal di
perairan ZEE] dapat melemahkan penegakan
hukum terhadap tindak pidana perikanan. Ps-
dahal di perairan ZEEI inilah terdapat banyak
spices ikan yang nilai ekonominya tinggi, aki-
batnya negara mengalami kerugian yang sa-
ngat besar karena tindaken penanghkapan ikan
secara ilegal tersebut,

Proses hukum yang difakukan sectelsh
penvidikan perkara findak pidana di bidang
perikanan adalah proses hukim berups penun-
tutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan permne-
riksasn di sidang Pengadilan Perkonan berda-
sarkan Undeng-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acam
Pidena (KUHAP) dan acara yang ditentukan
Undang-Undang Momor 45 Tabun 20049 ten-
tang Perubahan Ams Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004 1entang Pertkanan,

I. Yang berwenang melakukon pényidik
tindak pidana di bidang perikanan yang
terjadi di ZEE] sebagaimana vang dia-
tur dalarm Pasal T3 ayar (2) adalah Per-
wira TH1 AL dan PPNS Perikanan.

2. Kewenanpgon penyidik sebagaimana da-
lam pasal T3A adalah;

a. mencrima laporsn atau pengadian
dari seseorang tentang adanve tin-
dak pidana di bidang perikanan;

b. memanggil dan memeriksa tersang-
ka dan/atsn saksi umtuk didengar
keteranganmy;

¢. membawa dan menghadapkan se-
soorang sehagal tersangka dondatun
sakz1 umtuk didengar  keterangan-
nya;

d. menggeledsh sarana dan prasarana
perikanan yang diduga digunakan
dalam atan menjadi tempat melake-
kan tindak pidans di bidong perika-

Ltk N
e, menghenukan, memeriksa, men-

L

dpka Rifienants

atighksp, membawi, danfatas me-
nahan kupal danfstan orang yang
disangkn melskukan tindok pidana
di bidang perikanan;

memeniksa kelenghkapen dan keab-
sahan dokmmnen useha perkanan;
memoiret lersangka dan‘atau ba-
rang bukti tindak pidana di bideang
PF.']'.!LI].ILLEL'

mendatangican ahll vang diperbakan
dalam hubungsnnya dengan tindak
pidana di bidang pertkanan;
membuzt dan menandatangam he-
nio acars pemeriksaan;

melekukan penvitamn terhadap ba-
rang bukd vang digunakan dan/atan
hasil nndek pidana;

melakukan penghention  penyidi-
kan; dan

mengedakon  tndakan  lain vang
menurut hukum dapst dipertang-
gungjawabkan,

. oural Pemberitahuan felak Dimulainya

Penyidikan (SPDF) kepeds penuntut
umium sebagaimana vang digtur dalam
pasal 738 adalah:

Penvidik scbagaimany  dimalksud
dalam Pasal 73 memberitahukan
dimulainyn penyidiken kepada pe-
auntul umum paling lams 7 {tujul)
hari seiak ditemukan adanya tindak
pidana di bidang penkanan,

Uintuk kepentingan penvidikan, pe-
nvidik dapat menahan  tersangika
pating lama 20 (dua pulub) hari.
Jangka waktn schagaimana dimak-
sud poda ayat (2), apabila diperlu-
kan untuk kepentingan pemeriksa-
im yung belum selesal, dapal diper-
panjang oich penuniut umum pa-
ling lama 10 {(sepuloh) hari,
Eetentuan sebagaimana  dimaksud
pacta aynt (2) dan avat (3) tidak me-
nutup kemungkinmm wersangka dike-
luarkan dari tehanan sebelom ber-
akhir waktu penahanan tersebut, ji-
ke kepentingan pemeriksaan sudah
terpenubi.

Setelah wakm 30 (dga pulub) has
tersebut, penyidik harus sudah me-
npeluarkan lersangka dar tahanen
demi hukuin,
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f. Penyidik sebagaimans dimaksud
dalam Pasal T3A menyampaikan
hasil penyidikan ke penuntul wnum
paling luma 30 {tiga puluh) han s
jak pemberitahuan dimulainva pe-
nyidikan,

Daser Hukum Penegak Hukuwm Tindok
Pidana Perikanan adalah Pasal 73 ayat (1) Un-
dang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, disebat-
kan behwa ade tiga instansi vang diber lewe-
nangan sebagai penyidik tindik pidana perika-
nan di wiloyah pengeloluan perikanun RI, yai-
tu Penyldik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Peri-
konan, Perwira TN AL dan Penyidik Kepolisi-
an Negara. Menurut pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004, perairan ZEE
Indonesia merupakan salah satu wiluyah pe-
ngelolnan perikanan RI, namun khusus untok
penyidikan dalam reoghn penegoken hukum
bidang perikanan di wilayah perniran ZEE In-
donesia, ditunjuk sebagai penyidik sdalabh Per-
wira THL AL dan PPNS Merikanamn,

Selain penyidik, aparst peneguk hukum
bidang perikanan lainnyn adalah Jokss selako
Penuntut Umum, Selain distur di dalem KU-
HAFP, penuntut umum diatur di dalam Pasal 75
Undang-Undang Nomor 31 Tshun 2004 jo Un-
dang-Undang Nomor 45 Tehun 2009 tentang
Perikanan, Penuntutan terhadap tindak pidana
di bidang perikanan ditakuksn aleh penuntut
umum vang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Se-
bagai penuntut umum tindak pidana perikanan
harus memenuhi persyaratan:

1. Berpengalamian menjadi  penuntut
umum sekurang-kurangnyn 2 (dua) ta-
humn. "

2. Telah mengikuti pendidikan dan pela-
tihan teknis di bidang perikanan,

3. Cakap dan memiliki integritas moral
yang tinpgi selamo menjalankan mgas-
nya.

Jaksa selaku penuntut umum yang me-
nangani tindak pidana di bidang perikanan ni
berpedoman pada Pasal 76 ayat | sd 9 LUn-
dang-Undang Momor 31 Tahun 2004 jo Un-
dang-Undang Nomor 23 Tahun 200%, vaitu
setiap ada Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan (SPDP), maka jaksa yang telah di-
mnjuk sebagi Penunmi Umum setelah mene-
rima hasil penvidikan dad penyidik wajih
membentahukan hasil penelitannya kepada

penyidik dalam waktu 5 (lima) hari techitung
scjak tanggal diterimanya berkas penyidikan,
Jika hasil penyidikannya belum lengkap (P-
18), maks Peountul Umum harus mengem-
balikan berkas perkara kepada penyidik yang
disertnd petunjuk tentang hal-hal vang harus
dilenknpi  (mempergunakon formulic P-19)
Dalam waktu moksimal 10 {(sepelub) hard ter-
himng sejak tanggal penerimaan berkas, pe-
nyidik harus menyampiiken kemball berkas
perkara lersebut kepads Penuntul Umum, Pe-
nyidikan dianggap selesai apobila sebelum
waktu 5 (lima) hari Penuntut Umum tidak
mengembalikan hasil penyidikan atsu apabila
schelum batas wakiu 5 (lima) hard sudah ada
pemberitahuan oleh Penuntut Umum bahwa
penvidikan sudah selesai, Jika Penunmt U
menyatakan hasil penyidikan telabh lengkap (P-
21, makn dalam waktu sepuluh hari terhinmg
sejak tanggal penerimann berkas dari Penyidik
dinyatakon lengksp, maks Penuntut Umum ha-
rus melimpahkan perkarn terscbut ke Pengodi-
lan Penkanan,

Dalem Konvensi Hukum Laut [nternasi-
onal 1982 mengatur penegaksn peraturan per-
undang-undangan negara  pantai  mengenai
nelavan asing vang tertangkap di ZEE tdak
boleh mencakup pengurungen, jika tidak ada
perjanjinn sebaliknva antara negare yang ber-
sangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan
lainnya. Hal i melemahkan penegakan hu-
kum di bidang perikanan lerthadsp nelavan
asing dan berdampak kerugian vang sangat be-
sar bagi Indodicsia.

Kendale dalam mekanisme penyimpanan
dan eksekusi barang bukti, dimana barang
bukr yang digunakan dalam melakukan tindak
pidana perikanan seperti kepal dan hasilnya
seperti ikan dilelang terfebih dahuly karena
mudah membusuk. Usng hasil lelang tersebut
sebagai barang bukti di pengadilan. Sedangkan
barang bukti berupa kapal dan peralatannya
disimpan, Dalam proses penuntutan, Pemuntut
Umum banvak mencmui kendala karena tidak
mempunyal dermaga khusus sebagai penyim-
pan kapal sehingpa harus dititipkan di Penghe-
lan THI AL. Akibatnva kapai-kapal vang se-
dianya akan dirampas negera dan akan dile-
lang harganya menwrun karena bunyak yang
mengalami kerusakan, belum lagi perawatan
terhadap ABK non-vustisial vang mencapai ra-
musan sebelum dilakukan pendeportasian. Hal
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im sangat membulubkan biava yang tidak se-
dikit, terutama biava kebutuhan makan ABK
non-yustisial.

Penetapan Sebapni Tersangka, penyidik
tindak pidana perikanan di ZEEI sesuai keten-
tuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomaor
45 Tahun 2009 dalam melalukan penegakan
bukum terutama techadap tindak pidans yang
dilskukan oleh Kapal Ikan Asing selama mi
vang ditetapkan sebagal tersanghka sebalas Ke-
pada nahkodnya saje, sebagaimana diamr de-
lam Pasal 97 ayat {1,2,3) Undang-Undang No-
mor 45 Tahon 2009 dan belum pernah mene.
tapkan pemilik perusahaan perikanan, penang-
gung jawab perusahaan perikanan atau korpo-
rast {badun hukum) sebagn tersangka.

Formulasi sanksi pidana dalam tndak p-
dana perikanan sebagaimena distur dialam Un-
dang-Undang Perikanan. Dalam Pasal 102 Une-
dang-Undang Momor 45 Tehon 2005 tentang
Perubahan  atas Undeng-Undang Nomor 31
Tehun 2004 ieniang Perikanan, dalam pasal
tersebut menvatakan bohwe tidok ada hokuo-
man hadan atau pidana penjarm werhadap wargsd
negars asing yang melskukan tindek pidana
perikanan di wilavah ZEEL kecuali telah ada
perjanjian antara Pemeritah BRI dengan peme-
rintah megarn yang bersanpgkutan. Kelentoan
ini mengekomadir ketentuan Pasal 73 UIN-
CLOS 1982 yang menentuksn bahwa hubkuy-
men vang dijatukan negara pantal terhadap
tindak pidana di wilayah zonz ekonomi cks-
klusif tidak boleh meocakup pengurungan
(hukuman bedan),

Dari uraian tersebuwt di atas, terhadap
tindak pidana perikanan di ZEET vang dilaku.
kan oleh kapal asing scsuai ketentuan Konven-
i tidak ada hukuman badan, Namun dalam
pelaksanaan masih ditemukan bukuman badan
atau kunmgan dalam putesan hakim dalem
perkara tindak pidana perikanan oleh wargs
Megara asing vang dilnkukan di ZEEL sebapai
bertkut:

1. Putnsan Pengadilan Mepen Lhoksukon-
Aceh Utara dalam Petikan Putusan No.
120¢Pid Sus-Pric 20014/ PH-Tsk  tanggal
T Juli 2014 atas pama Lk Bin Pret
(warga negaca Thailand) Nahkoda EM.
Kakap 11, dengan amar putusan huku-
man penjare sclama 2 (dua) tahun 6
(enam) bulan dam denda sebesar Rp.
1LCRIC M0, D00, - (mavtun v Ivar rupriahi).

R R THITT

. Putusan Pengadilin Negen Lhoksokon-

Aceh Utara dalam Petikon Putusen MNa.
121/Pid Sus-Pric 201 4/PN-Lak  tanggal
7 Juli 2014 atas nama Tai Ut (warga
negara Theiland) MNohkoda KM. Bin-
tang Laut IX, dengon amar putesan hi-
kuman penjara seluma 2 (doa) tahun 6
(enam) bulan dan denda sehesar Rp.

1.000.000.000,- {sats milyar rupish).

. Pumisan Pengadilan Negeri Lhoksukon-

Aceh Utora dolam Petikan Punusan No.
[22Pid Sus-Pric 2014/ PR-Lsk  tanggal
T Juli 2014 stas nama Cuap (woargs
negars Thatland) Mahkods KM. Kakap
IV, dengen amar putussn hukuman
petijark selama 2 (dua) tehun 6 (enam)
bulan dan denda sebesar Rp, 1000000,
000~ {(satu milyer rupish),

. Putnsan Pengadilan Negen Lhoksulon-

Aceh Utara dalam Petikan Purasan No,
123/Pid Sus-Prk/ 201 4PMN-Lsk  tanpgal
T Juli 2014 awas nama Kasim (wirg
negara Thailand) Nahkoda KM, Tkan
IX, dengan amar putusan hokuman
penjara selama 2 (dua) tahun & {enam)
bulan dan denda sebesar Rp. 1,000,000,
(0.~ (satu milyar rupiah).

. Putnsan Pengadilan Mepen Ranai da-

larn Petikan Putusan Pengadilan Neger
Ranai MNo. 20/Pid.Prkn/2014/PN. Ranai
tanggal 25 Apgusius 20013 stes pama
Meuven Vun Truong (wargn nepirn
Wietnam) Mahkoda XM, Papua Fishe-
ry-12, denpsn amar pumsan pidana
dendn sebesar Rp. 1000000000, - (sa-
tu milyar rupiah) subsidaic 6 (enom)
bulan Kuningan,

. Putusun Pengadilan Wegeri Ranai da-

lam Petikan Putuson Pengadilan Negeri
Banai Mo, 21/Pid. Prin/2014/FN Rapai
tangpal 25 Apustus 2004 atas nama Ho
Wan Ky (warga negara Victnam) Nah-
koda KM, Papua Fishery-14, dengan
Amar putisan pidana denda sehesar Rp.
LO0G.000.000,- (satu milyar rupiah)
subsiduir 6 {enam) bulen kurungan,

. Putusan Pengadilan Negen Ranai da-

lam Petikan Putusan Pengadilan Negeri
Ranai No. 18Pid. Prkn'2014/ PN Ranai
tanggal 26 Agusius 2014 atas name Ly
Anh Khiem (warga ncgarn Vietnam)
Nuhkoda EM. Papua Fishery-13, de-
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ngan amar putusan pidana denda se-
besar Rp, 1.000.000.000,- (satu milyar
rupizh) subsidair 5 {lima) bulan kur-

mgon. g .

8. Putusan Pengadilan Negeri Ranai da-
lam Petikan Putusan Pengadilan Neger
Ranai Mo, 19/Fid, Prin/2014/PN Rana
tanpeal 26 Agustus 20014 atas nama
Pan Van Duec (wargs negam Vietnam)
MWahkoda KW, Papug Fishery-16, de-
ngan amar putnsan pidana denda sebe-
sar Rp, 1000000000~ {sam milvar m-
piah) subsidair 5 (lima) bulen kuru-
ngan.

Dalam Pumsan perkarm undak pidana
tersebut di atas, untuk pumsan Pengadilan Ne-
geri Lhoksukon Aceh Utara Jaksa melakukan
upaya hukum banding maupun Foszsi, se-
dangknn terhadap perkara yang telah diputus
oleh Pengadilan Negerni Ranni telah mesmpi-
nyai kekuaten hukum tetap (in Arachr van
gewijsde). Indonesia telah meratifikasi Kon-
vensi Hubkum Laot 1982, seharusnya sesuai
ketentuan  Pasal 73 Koovensi Hukum Laut
19582, serta berdasarkan Pasal 102 Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Penu-
bahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan, terhadap warga Me-
gara asing vang melakukan tindak pidana
perikanan di ZEE] tidak diperbolehkan mem-
berikan hukuman penjara (imprisomment) ot
lukuman badan (corporal pamivhmend), jika
tidak ade perjanjinn bilateral sebaliknya aniara
negara-negara bersangkutan.

Peniadaan pidana pemsarn yang diatur
dolam undang-undang tersebutr tidak berartl
pelaku tindak pidana perikanan di ZEET yang
dilakukan Warga Negara Asing (WNA) seba-
gai alusan pembenar yang dapal menghapus-
kan pidana. Pelaku tindak pidana perikanan di-
lakukan Warga Megara Asing (WHA) tetap di-

nyatakan bersalah den hukuman berupa pidana
denda maupan pidena perampasan kapal vang
tetap berloku kepada pelaku tindak pidana ter-
gebul,

D. Kesimpulan.

Diafam pencgakan hukom terhadap war-
g1 negarn astg yang melakukan tindak piduna
perikanin di dona Ekonomi Eksklusif Indo-
nesia (LEED berdusatkan Pasal T3 Konvensi
Hukum Laut [nternasional 1932 dapat disim-
pulkon  babwad Indonesia telah meratifikasi
Konvensi Hukum Laut 1982, dimana Pasal 73
Fonvensi telah disesusikan dengan adanya
Pasal 102 Undong-Undang Nomor 45 Tahuon
2009 dun terkmt tidak adanya formulasl sanks
pidana badan terhadsp wargs negara asing
yeng mclakukan tindak pidana perikanan di
ZEEL namun dalam prektek pelaksansan di
lzpangan mesih ditemukan adanyn putusen
Mujelis. Hakim Pengadilan yang menerapkan
hukuman badan ( penjara bagi warga negara
esing vang melakukan tindak pidana perikanan
i ZEEL

E. Saram,

Dengan di retifikssimys Konwens: Hu-
bum Laut Imternasional 1962 oleh bangsa In-
doncsin, maka dalim pelaksanasn Pasal 73
ayat (3} Konvenst, seharusnya tidak ada lagi
putusen pengadifon vong dalam amar puti-
sannya memberikan hukuman badan / penjara
terhadap warga Negara asing vang melakukan
tindak pidana penkanan di ZEEL Proses hu-
kum dapat dilaksanakan dengan acar peme-
riksaan singkat dan Pengadilan dapat langsung
memamihkan  putusan  pidana dengan  amar
putusan  mombechaskan nahkoda (fersangka)
dan ABK wntuk dikembalikan atau dipulang-
kan kenegeranva, sedsmghkan kapal berikot
petlengkapaniyn serta hasil tangkapan diram-
pas untuk negera.
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